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anuua Vlami

ﬁarus diakui, laki-laki ‘tak akan bisa
hidup’ tanpa perempuan. Namun sayang-
nya ‘ketakbisaan’ hidup ini, oleh sebagnqn
orang dibatasi dalam ]ingkaral.l semplt,.
yaitu dalam hal-hal tertentu saja seperti
dalam hal urusan yang berhubungan
dengan rumah tangga saja. Padahal, dalam
lingkungan yang lebih luas dari itu,
perempuan juga mempunyai peran yang
sangat penting dalam kehidupan manusia.
Ini dibuktikan dengan peran berbagai
perempuan yang berkiprah secara positif
di berbagai bidang yang selama ini hanya
‘dikuasai’ kaum laki-laki. Namun, tentu
saja kiprah perempuan ini masih dalam
batas yang wajar sesuai porsinya, tanpa
melanggar syariat Islam.

Namun dalam waktu yang bersamaan
di masyarakat saat ini kita dengan mudah
melihat peran perempuan yang terpinggir-
kan baik secara kultural mau pun struk-
tural dalam berbagai segmen kehidupan.
Pada kondisi seperti ini, maka perempuan
hanya dipandang sebagai individ_u yang
tidak lebih baik kualitasnya dari kaum
aki-laki.
1 Banyak aspek yang menyeba!)kan. kon-
disi peran perempuan yang terpinggirkan,
di antaranya rendahnya tingkat kuahta‘s
(pendidikan) perempuan yang mengaki-
batkan rendahnya pemahaman perempuan
terhadap peran yang sebenarnya.

DILEMA PEREMPUAN :

PERAN PEREMPUAN DI MASYARAKAT

DAN RUMAH TANGGA

s Ahmad Abdul G, M-Ag

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

Selain itu pula adanya pergeseran
pandangan terhadap upaya reposisi
peran perempuan yang kebablasan
sehingga upaya yang dilakukan hanya-
lah sebatas ingin mensejajarkan diri
seorang perempuan dengan kaum laki-
laki semata, tetapi justru langkah-
langkah tersebut dilakukan dengan
mengorbankan kodrat sebagi
perempuan.,

Untuk itu kita perlu membuat pan-
dangan baru dalam bentuk penempatan
peran perempuan secara tepat di masya-
rakat yang terus mengalami perubahan
yang masif tanpa menghilangkan peran
dasar perempuan seperti yang dimak-
sudkan dalam syariat Islam.

Pérempuan dalam Islam

Islam seperti yang diungkapkan da-
lam Al-Qur'an mengangkat kedudukan
perempuan kepada martabat yang tidak
pernah diimpikan orang pada masa-
masa sebelum Islam. Islam menjaga
kebebasan dan kemerdekaan pribadi
seorang perempuan. Kepadanya Islam
memberi hak untuk memiliki dan
menentukan sendiri penggunaan keka-
yaan yang menjadi miliknya. Suami atau
pun ayahnya sekalipun sama sekali tidak
berhak dan tidak boleh menguasai
kekayaan yang khusus menjadi milik
istri atau anak perempuannya.
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Islam sangat ketat

dalam usahanya menjaga dan melindungi
keselamatan perempuan secara langsung,
yaitu dengan membebankan kewajiban
kepada kaum laki-laki supaya
melaksanakan tugas memberi perlindung-
an kepada kaum perempuan, agar dalam
masyarakat tidak terdapat perempuan
yang berbuat penyelewengan akibat

desakan kebutuhan hidupnya.

Itulah sebabnya

dupan s0S

perempuan .
pekerjaan untuk kehidupanny sehingga
saat ini suatu yang wajar sehingga pada
posisi ini perempuan memiliki peran
ganda. .
Sebanarnya peran ganda yans disan-
dang kaum perempuar yang perkiprah di
kehidupan publik bukanlah sesuatt yang
baru karena dalam sejar Islam kita
melihat bagaimana Khadijah istrl
Nabi S yang an sebagal
a mengurangt

yang

danya, namun dewasa ini tern

berubah sedemikian rupa. ySaetailih
kaum perempuan menuntut ﬂmﬁ
pengetahuan guna dapat bekerja
menurut pandangannya sendiri dla]n
guna melaksanakan tugas-tugas
menurut kemauannya sendiri. Saat ini
bfakerja bagi perempuan yang semula
dipandang sebagai sarana kini telah
berubah menjadi tujuan pokok dalam
belajat menuntut ilmu. Waktu dan
kegiatan  yang semestinya  harus
dicurahkan kepada tujuan pokok sebagai
perempuan, sekarang dihabiskan untuk
bekerja mencari nafkah.

Pada mulanya pendidikan bagi
kaum perempuan merupakan sarana
agar perempuan dapat menunaikan
tugas keibuannya dengan sempurna
tetapi kemudian berubah menjadi sarana;
untuk memeproleh pekerjaan dan untuk
mempersiapkan serta menghindarkan
diri dari kemungkinan hidup menderita
Cilak lebih dari itu. Gejala-gejala yang
timbul dari pencampur adukkan menung-
tut ilmu pengetahuan oleh perempuan
dapat kita saksikan dari apa yang sering

:cebut dengan nama emansipasi.

Gebenarnya Islam tidak melarang
sama sekali untuk menuntut ilmu dan
keterampilan untuk bekal hidupnya
termasuk kaum perempuan. Karena kita

akin bahwa kaum perempuan dalam
Kodisi masyarakat dewads ini, tidak bisa
tidak mesti bekerja dan harus berperan
serta secara positif dalam kegiatan

pembangunan bangsa.

Diskriminasi terhadap Peran

Perempuan
Gecara normatif perlakukan te~-

hadap perempuan seharusnya tidak
perbeda  dengan perlakukan yang
dilakukan terhadap kaum laki-laki,
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karena agama maupun negara telah
menjamin hal tersebut. Namun dalam
tataran empiris kita melihat adanya
diskrminasi terhadap posisi perempuan
dalam berbagai segmen kehidupax.\.
Perempuan pada tataran tertentu diposisi-
kan di bawah kendali laki-laki sehingga
menimbulkan dikotomi urusan kehidupan,
yaitu kehidupan domestik milik perempu-
an dan kehidupan publik menjadi milik
kaum laki-laki.

Dalam konteks Indonesia diskriminasi
terhadap posisi perempuan hampir merata
ada dalam berbagai bidang kehidupan.
Dalam bidang politik kita melihat perem-
puan tidak mendapatkan porsi yang cu-
kup dalam urusan pengambilan keputus-
an karena hanya ada 10% perempuan yang
menjadi menteri dari 30 menteri yang ada.
Begitu pula dalam di parlemen hanya ada
16% perempuan dari jumlah anggota
parlemen 550 orang.

Diskriminasi terhadap perempuan
untuk dapat berkiprah lebih luas dalam
dalam berbagai urusan publik terjadi
bukan saja secara kultural tetapi secara
tidak langsung tercipta secara struktural
dengan lahimya aturan-aturan yang
sepertinya membatasi peran perempuan.
Contoh  aktual adalah  keputusan
Mahkamah Konstitusi yang mengesahkan
suara terbanyak bagi calon legeslatif (DPR)
yang ditetapkan untuk menjadi calon
legeslatif terpilih  2009-2014. Padahal
sebelum ada keputusan MK kaum
perempuan yang memiliki kouta minimal
30% calon legeslatif yang diajukan oleh
partai memiliki peluang lebih besar untuk
dapat masuk ke senayan. Namun dengan
ada keputusan MK tersebut, ma!<a calon
legeslatif peremjuan harus bersgmg seca-
ra penuh dengan calon legeslatif laki-laki

adahal kita harus mengakui jumlah calon

legeslatif perempuan yang berkualitas

masih kalah jauh dari calon legislatif
laki-laki.

Diskriminasi yang dialami perempu-
an tentunya berdampak bukan saja
terhadap perempuan itu sendiri tetapi
akan memiliki dampak terhadap
masyarakat luas karena perempuan
sebagai pengendali urusan domestik
dimana awal pendidikan dasar yang
diberikan kepada anak terjadi akan
terganggu yang berakibat teracamnya
kualitas SDM  bangsa.  Bahkan
keberhasilan laki-laki tidak terlepas dari
kematangan perempuan dalam
mengelola urusan domestik. Jadi jika
terjadi  gangguan  tehadap peran
perempuan, maka sebenarnya eksistensi
laki-laki juga tentunya akan tergangu.

Namun demikian, perempuan tentu-
nya jangan disamakan dengan kaum
laki-laki karena secara fitrah kondisi
perempuan dan laki-laki berbeda. Se-
hingga tentunya perlu ada aturan khu-
sus yang dapat menghilangkan diskri-
minasi tersebut. Perempuan yang secara
fisik lebih lemah dengan laki-laki tentu-
nya akan kalah bersaing jika harus ber-
kompetisi dengan laki-laki jika persaing-
an tersebut memerlukan kemampuan
fisik.

Dalam hal mendapatkan akses ter-
hadap fasilitas umum tampaknya kaum
perempuan selalu kalah bersaing dengan
kaum laki-laki. Misalnya, untuk menda-
patkan akses transfortasi, perempuan
Indonesia akan selalu kalah bersaing
dengan kaum laki-laki. Ini terjadi karena
untuk mendapakan layanan transfortasi
di Indonesia memerlukan mobilitas dan
fisik yang kuat Padahal dibeberapa
negara maju alat transportasi kaum
perempuan dipisahkan dengan laki-laki.
Hal ini dilakukan untuk melindungi
kaum perempuan dari pelecehan yang
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dilakukan kaum laki-laki yang tidak
bertanggung jawab.

Peran perempuan yang ideal
Aturan agama dan negara yang
menjamin akan hak dan perlindungan
terhadap perempuan selayaknya disinergi-
kan agar terbentuk individu-individu
perempuan yang berakhlakul karimah
yang memiliki peran yang luas bukan saja
dalam kehidupan domes :
ga) tetapi juga di kehidupan pubhlg Peran
alam kehidupan publik pada
tuk diperluas bukan
bagian dari hak
erempuarn, tetapi juga peran dan karya
geremguan mendesak diperlukan l:ia:;.:;
urusan publik saat ini telah ('i}cl‘:nu:n o
sikap-sikap yans tidak terpujt
lakd i dengan sema-
sennee kl;er:ir h:)r;l;npufn dalam
ublik, maka kebijakan—.kebijakan
i tentunya diharapkan
asyarakat luas.
n sesuatu yans
a dari sist p:;kaz??:ngpel;ﬁh
iliki aspek PE70 7 jaki-Takd

karena hal itu

perempuan sama seperti laki-laki mem-
puyai sejumlah potensi dan kemam-
puan, sedangkan pendidikan merupa-
kan proses yang menumbuhkan dan
mengembangkan potensi-potensi terse-
but, dalam arti berusa-ha untuk
mengaktualisasikan potensi-potensi da-
sar tersebut dalam bentuk karya nyata
dan peran perempuan di masyarakat.
Kedua, perlu peningkatan kualitas
kesehatan kaum perempuan. Peran pe-
rempuan yang tidak maksimal di
masyarakat saat ini tidak terlepas dari
kyahtas perempuan yang tidak seban-
ding dengan kualitas kesehatan perem-
puan karena secara fitrah perempuan
memiliki ancaman kesehatan lebih besar
di bandingkan laki-laki. Dapat diban-
c!u}gkan bagaimana perempuan memi-
liki tanggung jawab untuk mengandun
dan melahirkan serta menyusui anakn E
)t;;nguh{)ada masa itu rentan sekahy'
a .
timb ai:_ gangguan kesehatan hingga
Tingkat kesehatan perem i
perlu diperhatikan karl:ra r&pslllka: llceet;::-1
hz.itan pmpuan lebih tinggi diban-
dingkan laki-laki jika dilihat akan peran
gandanya sebagai ibu rumah tangga
maupun urusan publik. i
dalam urusan dalam men?i?gli;u a!r);ﬂl:
Perempuan mendapatkan porsi yang
lebih besar dalam mendidik anak dari
mulai mengandung hingga dewasa
diband@ngkan dengan peran laki-laki.
Ketiga, perlunya kebijakan negara
yang memberikan kesempatan perem-
puan untuk berkiprah lebih luas dalam
urusan publik. Kebijakan negara ini
diperlukan karena dalam urusan publik
pada saat ini kaum laki-laki cenderung
menguasainya. Oleh karena itu agar
perempuan dapat masuk lebih dalam
urusan publik tersebut perlu didukung
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dan didorong oleh kebijakan negara.
Karena untuk dapat bersaing dengan kaum
laki-laki di ranah publik, ternyata sistem
yang ada sepertinya telah mapan dan tidak
mendukung terhadap peran perempuan
untuk berkiprah lebih banyak dalam
urusan publik tersebut.

Contohnya, seperti dalam urusan ke-
terwakilan perempuan di parlemen negara
perlu memberikan aturan yang lebih
mendukung perempuan agar perempuan
memiliki peluang lebih banyak untuk
masuk ke dalam parlemen sehingga
perempuan lebih banyak ikut serta dalam
menghasilkan kebijakan yang lebih men-
dukung dan dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat luas.

Penutup

Agama Islam menjamin persamaan
hak bagi kaum perempuan baik persama-
an di bidang keagamaan, persamaan dalam
bidang hak milik dan hak usaha untuk
memperoleh penghidupan, maupun hak-
hak yang menjamin kemerdekaannya
dalam pernikahan. Namun dalam realisa-
sinya di masyarakat peran perempuan
yang terpinggirkan baik secara kultural
maupun struktural dalam berbagai seg-
men kehidupan sehingga perempuan
hanya dipandang sebagai individu yang
tidak lebih baik kualitasnya dari kaum
laki-laki.

Faktor yang menyebabkan peran pe-
rempuan yang terpinggirkan, di antaranya
rendahnya tingkat pendidikan perempuan
yang mengakibatkan rendahnya pemaha-
man perempuan terhadap hak dan kewa-
jibannya. Selain itu adanya pergeseran
pandangan salah terhadap upaya reposisi
peran perempuan sehingga upaya ter-
sebut kebablasan hanya sebatas mgin
mensejajarkan diri dengan kaum laki-laki.

Untuk membentuk peran perem-
puan ideal bukan saja dilakukan dengan
perubahan dalam diri perempuan
sendiri, tetapi juga harus didorong oleh
perbaikan perbaikan dalam berbagai
sektor secara eksternal, seperti: (1)
peningkatan kuali-tas pendidikan kaum
perempuan, (2) perlu peningkatan
kualitas kesehatan kaum perempuan,
dan (3) perlunya kebijakan negara yang
memberikan kesempatan perempuan
untuk berkiprah lebih luas dalam urusan
publik.
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Hai manusia, sesungguhnya Kami -“
ciptakgn Kgmu dari seorang (akj-lafg dan |
seorang perempuan dan menjadikan kamu. |

berbangsa-bangsa dan bersulp-suky |

supaya kgmu safing kgnalmenganal

(QS. AFHujurat: 13)
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